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ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana
kewajiban penyelenggaran negara yang bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme
dan bagaimana peran serta masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan negara agar tidak melakukan korupsi kolusi dan
nepotisme. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
Kewajiban penyelenggara negara yang bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme
dilakukan melalui sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum
memangku jabatannya; bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah
menjabat; melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah
menjabat; tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme; melaksanakan
tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan; melaksanakan tugas
dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa
pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Peran serta masyarakat dalam menjalankan pengawasan yang efektif
terhadap penyelenggaraan negara agar tidak melakukan korupsi kolusi dan nepotisme
dilaksanakan dengan ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dalam
hubungan antara penyelenggara negara dengan masyarakat dengan berpegang teguh
pada asas umum penyelenggaraan negara, memperoleh. dan memberikan informasi
tentang penyelenggaraan negara dan memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari
penyelenggara negara
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1. Pendahuluan

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-undang Dasar 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam negara kesatuan
Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi selruh aspek kehidupan. Hukum
mempunyai posisi strategis Pdan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan
bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di
tengah masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-
kewenangan dalam bidang penegakkaan hukum. Salah satu diantara kewenangan-
kewenangan itu adalah Kejaksaan Republik Indonesia. *

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya dalam
undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan
pada hukum. Rakyat tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan
hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi
oleh undang-undang (state not governed by men, but by laws). Oleh karena itu di dalam
negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara,
sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan
taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.? Supremasi
hukum artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat maupun
pemerintah tunduk pada hukum. Jadi yang berdaulat adalah hukum.® Equality before
the law artinya persamaan kedudukan di depan hukum tidak ada yang diistimewakan.*

Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti sebebas-bebasnya, karena konstitusi atau
hukum harus ditaati agar tidak berlaku sewenang-wenang, baik dalam arti tindakan
yang melampaui batas kewenangan, bertindak tidak sesuai dengan kewenangan atau
peruntukannya atau bertindak sewenang-wenang.® Pemahaman kekuasaan dalam
aspek hukum, dimaknai sebagai sebuah wewenang, tetapi kekuasaan dalam pengertian
ini bukanlah suatu kekuasaaan yang dapat berdiri sendiri, melainkan keberadaan

Marwan Efendi, Kejaksaan Rl: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, PT Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2005, hal. 1

2H. Murtir Jeddawi, Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah, Total Media,
Yogyakarta, 2011. hal. 1-2.

3Arif Rudi Setiyawan, Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010,

hal. 90.
41bid.
> Ibid, hal. 2.
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kekuasaan tidak dapat dipisah dari lembaganya. Oleh karena itu, kekuasaan dalam arti
wewenang dikatakan sebagai suatu kekuasaan yang telah dilembagakan.®

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. |. Umum. Penyelenggara
Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal
ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang
menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya
negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan pemimpin pemerintahan.
Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal
karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada
Presiden/Mandataris . Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di samping
itu, masyarakat pun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi
kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya
berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter,
antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan
kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan
oleh  Penyeienggara Negara, antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga
Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha,
sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
serta membahayakan eksistensi negara. Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi
kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan
misi dari seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan
misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki
terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya,
yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,
sebagaimana diamanatkan oieh Ketetapan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tersebut
tentu saja banyak disebabkan oleh perbuatan oknum-oknum hukum ataupun di luar
hukum. Oknum yang rela mengadaikan keadilan dan kebenaran dengan uang atau

® Ibid, hal. 5.
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kemewahan.” Oknum tersebut bisa terdiri dari jaksa, pengacara, polisi bahkan juga
hakim. Inilah yang kita sebut sebagai mafia-mafia peradilan.®

Seorang yang dikategorikan sebagai Jaksa terbaik sehingga dipercaya menjadi Ketua Tim
Penyelidikan Kasus BLBI-BDNI, Urip Tri Gunawan, tertangkap tangan menerima uang
yang diduga suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar Rp. 6,1 miliyar dari
Artalyta Suryani, teman baik Sjamsul Nursalim, pengusaha yang terkait kasus BLBI.?

Jaksa itu, oleh KPK, telah dijadikan tersangka penerima suap, kendati ia membantah dan
mengakuinya sebagai transaksi jual beli permata, namun KPK berkeyakinan telah punya
bukti kuat, bahwa hal itu adalah suap.'® Kasus suap jaksa 6 miliyar ini, menjadi berita
utama berbagi media di Indonesia, baik media cetak, elektronik, dan online. Semua
Koran harian nasional dan daerah, juga majalah berita, menempatkan berita suap jaksa
ini menjadi berita utama hampir selama dua pekan.*!

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan
Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, mengatur mengenai Hak Dan Kewajiban
Penyelenggara Negara, mengatur mengenai Peran Serta Masyarakat.

Pasal 8:

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak
dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara
yang bersih;

(2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan
dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1): Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
ayat ini, adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan
dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 9 ayat:

’Jonaedi Efendi, Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif
Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif), Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya,
Jakarta, 2010, hal 6.

81bid

9 Ibid, hal. 38.

19 bid.

1 bid.
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(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam
bentuk :
a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan
negara;
b. hak untuk memperoleh pelayanan vyang sama dan adil dari

Penyelenggara Negara;

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab
terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi; dan saksi ahli, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama
dan norma sosial lainnya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam
penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9 ayat (1): Ketentuan dalam ayat (1) huruf d angka (2) merupakan suatu kewajiban
bagi masyarakat yang oleh undang-undang ini diminta hadir dalam proses penyelidikan,
penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli. Apabila
oleh pihak yang berwenang dipanggil sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli dengan
sengaja tidak hadir, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Rumusan Masalah
1) Bagaimanakah kewajiban penyelenggaran negara yang bersih bebas dari
korupsi kolusi dan nepotisme ?
2) Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan negara agar tidak melakukan korupsi
kolusi dan nepotisme ?

3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan hukum normatif, yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan
Sri Mamudji bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
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pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau
penelitian hukum kepustakaan”.*? Istilah lain yang digunakan oleh Suteki dan Galang
Taufani, yaitu “penelitian doktrinal”.*?

4. Hasil Penelitian
A. KEWAJIBAN PENYELENGGARAN NEGARA YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI
DAN NEPOTISME
Negara sebagai suatu badan hukum publik yang independen juga menyandang hak dan
kewajiban sebagaimana layaknya suyek hukum lainnya, baik itu orang perorangan
maupun badan hukum perdata serta badan hukum publik lainnya.** Penyelenggaraan
negara pun dilaksanakan oleh orang perorangan yang mewakili dan menjadi
kepercayaan dari seluruh anggota negara yang merupakan warga negaranya, namun
sedikit berbeda dari badan hukum lainnya, keanggotaan dalam suatu negara tidaklah
bersifat sukarela. Negara merupakan suatu organisasi yang unik yang memiliki otoritas
yang bersifat memaksa di atas subyek hukum pribadi yang menjadi warga negaranya,
walau demikian pengurusan pengelolaan atau penyelenggaraan jalannya negara juga
tidak luputu dari mekanisme pertanggungjawaban oleh para pengurus, pengelola atau
penyelenggara negara.”

Melaksanakan tugasnya sebagai suatu organisasi yang teratur, negara harus memiliki
harta kekayaan. Harta kekayaan negara ini datang dari penerimaan negara yang
dipergunakan untuk membiayai segala proses pengurusan, pengelolaan dan
penyelenggaraan negara tersebut. Di Indonesia, hal-hal yang berhubungan dengan
proses penerimaan dan pengeluaran dan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar
1945, yaitu rumusan ketentuan Pasal 23 dan Amandemennya.'®

Tatkala substansi UUD 1945, hasil amandemen yang terkait dengan “hal keuangan”
ditelusuri, terlihat bahwa hukum keuangan negara memiliki kaidah hukum yang tertulis,
yang berarti tidak mengenal keberadaan kaidah hukum tidak tertulis. Bila demikian
halnya, kaidah hukum tertulis seyogianya dimunculkan dalam suatu rumusan atau

12 5perjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, him. 13-14.

13 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali
Pers, Depok, 2018, him. 266.

4Gunawan Widjaja, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis), (Seri Kuangan
Publik). Ed. 1. Cet. 1. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002, hal. 2.

15 1bid, hal. 2.

18 /bid, hal. 2-3.
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pengertian terhadap hukum keuangan negara.!’ Hukum keuangan negara adalah
sekumpulankaidah hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang milik negara terkait dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban.*®

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, mengatur mengenai

Hak Dan Kewajiban Penyelenggara Negara. Pasal 4: Setiap Penyelenggara Negara

berhak untuk :

1. menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman
hukuman, dan kritik masyarakat;

3. menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan
wewenangnya; dan

4. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Penjelasan Pasal 4: Pelaksanaan hak Penyelenggara Negara yang ditentukan dalam pasal

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 UUD 1945 serta ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5: Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum

memangku jabatannya;

. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;

. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;

. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;

. melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan;

o U~ W N

. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan
perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni,
maupun kelompok. Dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

YMuhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Ed. 1. Rajawali Pers, PT.RajaGrafindo
Persada, Jakarta. 2008, hal. 2.
8B1bid, hal. 2.
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7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam
perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Penjelasan Pasal 5: Dalam hal Penyelenggara Negara dijabat oleh anggota Tentara
Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka terhadap
pejabat tersebut berlaku ketentuan dalam undang-undang ini. Angka 2: Apabila
Penyelenggara Negara dengan sengaja menghalang-halangi dalam pendataan
kekayaannya, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan vyang berlaku. Angka 4 Apabila Penyelenggara Negara.yang didata
kekayaannya oleh komisi Pemeriksa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak
benar, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kewajiban Penyelenggara

Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih
Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pindana Korupsi; dan

3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang
Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara;

4. Surat Edaran Menteri Negara BUMN No.SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap BUMN
Bersih dari segala tindakan-tindakan penyimpangan dan/ atau kecurangan yang
mengarah atau terkait dengan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;

5. Direksi BKI dengan tekad mewujudkan PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang
tangguh (profesional dan tahan goncangan /godaan), unggul (mengutamakan Sistim,
Mutu, dan Inovasi)serta bermartabat (bersih dari segala bentuk penyimpangan dan
kecurangan termasuk Korupsi;

6. Segenap Direksi, para pejabat eselon 1 sampai dengan 3 jenjang jabatan dibawahnya
telah melaporkan/menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013/2014.%°

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

19 http://api-bki.regit.co.id/mainpage/login.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
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Bebas dari KKN dan Pasal 2 PP No 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan kewajiban yang tak boleh dielakkan oleh
setiap orang yang menduduki jabatan penyelenggara negara. Sebagai suatu kewajiban
jabatan, pelanggaran terhadap norma hukum itu dapat dikenai sanksi jabatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari sanksi etik bahkan
sanksi pidana.?°

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tersebar berbagai kewajiban yang mutlak harus ditaati
setiap aparatur sipil negara, mulai dari norma etik (ethical norm) sampai dengan norma
hukum (legal norm) bagi setiap aparatur sipil negara terutama melekat kewajiban untuk
memberikan kepeloporan bagi aparatur sipil negara yang memegang jabatan pimpinan
tinggi. Demikian pula dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
mengatur dengan tegas bahwa setiap pejabat pemerintah dalam menyelenggarakan
fungsi pemerintahan tak boleh melanggar peraturan perundang-undangan sebagai
norma hukum tertulis (written law) maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik
sebagai norma hukum tak tertulis (unwritten law).*

B. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENJALANKAN FUNGSI KONTROL SOSIAL YANG
EFEKTIF TERHADAP PENYELENGGARAAN NEGARA AGAR TIDAK MELAKUKAN KORUPSI
KOLUSI DAN NEPOTISME

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam
penjelasan UUD 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum
(rechstaat)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). Cita-cita filsafat yang
telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara
hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan,
bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam
masyarakat.?? Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-
samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat
membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang
formal. Kita perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.??

20 http://nasional.kompas.com/LHKPN dan Penyelenggara Negara. Senin, 8 Juni 2022 | 15:19
WITA

21 bid.

225pesilo Yuwono. Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana. Alumni, Bandung. 1982, hal.3.
BSatjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1991, hal.159.
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Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa
sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan
atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip
tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus
berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila
sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat
pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.?*

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, I. Umum, Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat
bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara
sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga
Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-
asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau
Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang
terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip
perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan
Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-
undang.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, dijelaskan dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum
dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih
dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik
bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan
kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

24 penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 1.
Umum
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kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.?>

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas Umum Penyelenggaraan Negara, diatur
dalam Pasal 3. Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

Asas Kepastian Hukum;

Asas Tertib Penyelenggaraen Negara;

Asas Kepentingan Umum;

Asas Keterbukaan;

Asas Proporsionalitas;

Asas Profesionalitas; dan

Asas Akuntabilitas.

S @ o oS WY =

Penjelasan Pasal 3 angka 1. Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas
dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Angka 2. Yang
dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi
landasan keteraturan, keseraslan, dan keseimbangan dalam pengendalian
Penyelenggara Negara. Angka 3. Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum"
adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif, dan selektif. Angka 4. Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah
asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskrirninatif tentang penyeienggaraan negara dengan
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara. Angka 5. Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas
yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
Angka 6. Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan
keahlian yang beriandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan
yang berlaku. Angka 7. Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

25 penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
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Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan
Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, mengatur mengenai Hak Dan Kewajiban
Penyelenggara Negara, mengatur mengenai Peran Serta Masyarakat.

Pasal 8

(3)Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak
dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara
yang bersih;

(4)Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan
dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1): Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat
ini, adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan
menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 9 ayat:
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam
bentuk :
e. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan
negara;
f. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari

Penyelenggara Negara;

g. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab
terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
h. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi; dan saksi ahli, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama
dan norma sosial lainnya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam
penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 9 ayat (1): Ketentuan dalam ayat (1) huruf d angka (2) merupakan suatu kewajiban
bagi masyarakat yang oleh undang-undang ini diminta hadir dalam proses penyelidikan,
penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli. Apabila
oleh pihak yang berwenang dipanggil sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli dengan
sengaja tidak hadir, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi
tentang penyelenggaraan negara, namun hak tersebut tetap harus memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku vang memberikan batasan
untuk masalah-masalah tertentu dijamin kerahasiaannya, antara lain yang dijamin oleh
Undang-undang tentang Pos dan Undang-undang tentang Perbankan.

5. Kesimpulan

Kewajiban penyelenggara negara yang bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme
dilakukan melalui sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum
memangku jabatannya; bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah
menjabat; melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah
menjabat; tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme; melaksanakan
tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan; melaksanakan tugas
dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa
pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Peran serta masyarakat dalam menjalankan pengawasan yang efektif terhadap
penyelenggaraan negara agar tidak melakukan korupsi kolusi dan nepotisme
dilaksanakan dengan ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dalam
hubungan antara penyelenggara negara dengan masyarakat dengan berpegang teguh
pada asas umum penyelenggaraan negara, memperoleh. dan memberikan informasi
tentang penyelenggaraan negara dan memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari
penyelenggara negara.

Untuk menciptakan penyelenggara negara yang bersih bebas dari korupsi kolusi dan

nepotisme diperlukan peningkataan peran serta masyarakat untuk menjalankan fungsi
kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggara negara sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan yang berlaku dan tindakan penegakan hukum yang tegas
terhadap penyelenggara negara yang terbukti melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme
melalui proses peradilan guna dikenakan sanksi hukum.

Dalam melaksanakan peran serta masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan
yang efektif terhadap penyelenggaraan negara diperlukan upaya perlindungan hukum
yang memadai bagi masyarakat agar bebas dari rasa takut dan kekhawatiran adanya
teror, intimidasi dan ancaman kekerasan fisik maupun psikis dalam memberikan
keterangan dalam proses peradilan pidana terhadap penyelenggara negara yang
diperiksa atas dugaan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
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